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Menimbang :

Mengingat

DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan
Peraturan Bupati Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan
berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32358), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
229);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
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MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

> &

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati yang mempunyai sanksi pidana;

melakukan identifikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati sebagai dasar dalam perencanaan dan
penentuan kebijjakan dalam Operasi Yustisi;

melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atas dasar
laporan dan inventarisasi terjadinya pelanggaran
Peraturan Daerah;

membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan
Daerah (LKPPD) untuk disampaikan kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bahan penyidikan;

melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi
terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap adanya
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

melaksanakan penertiban terhadap anggota masyarakat
yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati; dan

memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung

jawab kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.




_4 -

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal |9 Janvar: 101

BUPATI SUKOHARJO,
U \——g,_‘—.h——\

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Panitia yang bersangkutan.
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